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Prakata

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga buku kumpulan esai berjudul "Membangun Indonesia untuk Kemajuan 
Masa Depan" ini dapat disusun dan hadir ke hadapan para pembaca.

Buku ini lahir dari kegelisahan dan harapan akan masa depan Indonesia 
yang lebih baik. Dalam lintasan sejarah bangsa, mahasiswa selalu menempati 
posisi strategis sebagai penggerak perubahan. Mereka bukan hanya pewaris 
masa depan, tetapi juga aktor utama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: 
keadilan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan peradaban yang bermartabat.

Esai-esai dalam buku ini merupakan refleksi, kritik, dan tawaran solusi 
atas berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa dan bangsa Indonesia secara 
umum. Dengan beragam tema—dari pendidikan, kepemimpinan, literasi, hingga 
peran sosial—penulis berupaya mengangkat suara dan gagasan yang jernih demi 
memperkaya wacana kebangsaan dan mendorong lahirnya mahasiswa yang 
tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Namun besar 
harapan kami, kumpulan esai ini dapat menjadi pemantik diskusi, pembelajaran, 
dan aksi nyata dalam membangun karakter serta daya pikir mahasiswa Indonesia 
di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku 



iv

ini. Semoga buku ini memberi manfaat, menginspirasi, dan menumbuhkan 
semangat juang yang baru dalam diri setiap mahasiswa—demi Indonesia yang 
lebih maju, adil, dan bermartabat.
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MEMBANGUN INDONESIA UNTUK 
KEMAJUAN MASA DEPAN

Darto Wahidin 
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

dosen02827@unpam.ac.id

Kemajuan teknologi saat ini telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi 
(Al Asy ari & Rahman, 2020). Inovasi dalam bidang digital, kecerdasan buatan, 
dan akses informasi yang cepat menciptakan peluang dan tantangan baru bagi 
masyarakat (Hinde et al., 2024). Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar 
dan beragam, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju. 
Namun, untuk mencapai status sebagai negara maju, Indonesia perlu fokus pada 
beberapa aspek penting, termasuk hukum, kewarganegaraan, pendidikan, dan 
sosial politik. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi tidak hanya sebagai alat, 
melainkan juga tantangan yang harus dihadapi dengan bijak.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia harus terus 
beradaptasi dengan dinamika global dan memanfaatkan kemajuan teknologi 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rohayati & Abdillah, 2024). 
Dalam hal ini, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi sangat penting. 
Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi 
juga berfungsi untuk melindungi hak dan kebebasan individu (Nurtresna & 
Mabsuti, 2024). Penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat menciptakan 
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kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong partisipasi aktif 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat terhadap 
hukum juga harus ditingkatkan melalui pendidikan hukum yang memadai. 
Dengan memahami hak dan kewajiban, masyarakat akan lebih menghargai 
hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan segelintir 
orang, melainkan harus mampu membatasi kekuasaan agar semua pihak dapat 
diadili secara adil. Dalam konteks ini, penting untuk membangun preseden 
hukum yang baik yang dapat menjadi acuan bagi penegakan hukum di masa 
depan. Supremasi hukum harus dijunjung tinggi, di mana hukum berlaku untuk 
semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih 
aman dan terlindungi, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam 
pembangunan.

Setelah membahas aspek hukum, perhatian beralih kepada kewarganegaraan. 
Kewarganegaraan yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama 
dalam era globalisasi yang semakin kompleks (Treviño et al., 2021). Dalam konteks 
ini, identitas kewarganegaraan harus inklusif, di mana setiap individu merasa 
memiliki peran dalam pembangunan nasional. Kewarganegaraan bukan hanya 
tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan 
yang baik harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang memahami 
pentingnya berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kesadaran akan identitas 
nasional dan rasa kebersamaan perlu ditekankan agar setiap warga negara merasa 
memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa.

Menghadapi tantangan global memerlukan kewarganegaraan yang adaptif 
dan kritis. Generasi muda perlu dilatih untuk memiliki keterampilan yang relevan 
dengan kebutuhan pasar kerja serta mampu berpikir kritis dalam menyikapi 
berbagai isu. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan harus mencakup 
pengajaran tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan keterlibatan dalam proses 
politik. Dengan demikian, setiap individu akan mampu berkontribusi dalam 
menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Aspek pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membangun 
Indonesia yang lebih maju. Pendidikan yang relevan dengan perkembangan 
zaman akan menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. 
Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan teknologi dan keterampilan yang 
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PENDAHULUAN

Penegakan hukum sebagai elemen vital dalam menjaga stbilitas dan keadilan 
dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya di Indonesia, penegakan hukum 
kerap menghadapai tantangan yang kompleks, mulai dari lemahnya integritas 
aparat penegak hukum hingga dominasi kepentingan politik dan ekonomi 
yang memengaruhi proses peradilan. Di tengah upaya reformasi hukum pasca 
reformasi 1998, masih banyak celah hukum yang memungkinkan ketimpangan 
dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan 
Indonesia, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma 
secara teknis, namun juga menyangkut legitimasi, integritas, dan kepercayaan 
publik terhadap aparatur penegak hukum. 

Menurut Arinta (2024), menekankan bahwa kinerja lembaga antikorupsi 
seperti KPK menjadi cerminan bagaimana hukum ditegakkan. Realitas 
menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum yang menyentuh ranah 
politik dan kepentingan kekuasaan. Ketika keadilan hukum dikompromikan 
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dengan tekanan eksternal, maka hukum kehilangan otoritas moralnya. Situasi ini 
mengakibatkan munculnya pesimisme masyarakat terhadap supremasi hukum 
yang semestinya menjadi pilar negara hukum. Tanpa perbaikan menyeluruh 
terhadap pola kerja dan etika lembaga hukum, Indonesia berpotensi terjebak 
dalam siklus ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, reformasi penegakan 
hukum tidak dapat berjalan setengah hati, melainkan harus menyentuh aspek 
budaya hukum, transparansi, dan profesionalisme kelembagaan. Negara perlu 
hadir tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi dalam kepastian hukum yang 
adil bagi seluruh rakyat. Dengan begitu, hukum akan kembali dipercaya sebagai 
sarana menegakkan nilai keadilan sosial.

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban sosial dan 
kepastian hukum. Ini terjadi antara lain, berdasarkan fungsi, tugas dan otoritas 
lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum berdasarkan 
proporsi ruang lingkup dan dukungan dari sistem kerja sama yang baik dan 
tujuan yang dicapai. Pengembangan komunitas di mana hukum diberlakukan 
memengaruhi pola penegakan hukum. Hal ini memengaruhi pola penegakan 
hukum karena memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi dalam 
masyarakat modern, yang tinggi dalam organisasi penegakan hukum, semakin 
kompleks dan sangat birokratis.

Fenomena ketimpangan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berakar 
pada kelemahan sistem, tetapi juga mencerminkan krisis budaya hukum di 
tengah masyarakat. Ketika keadilan dipandang sebagai barang mewah yang 
sulit diakses oleh masyarakat kecil, maka hukum kehilangan fungsi esensialnya 
sebagai alat kontrol sosial. Dalam realitas sehari-hari, masyarakat menyaksikan 
praktik diskriminatif, di mana hukum tampak tajam ke bawah namun tumpul ke 
atas. Hal ini mengakibatkan jurang kepercayaan publik terhadap sistem hukum 
semakin melebar. Tidak hanya itu, intervensi dari pihak-pihak berkepentingan 
juga menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum yang seharusnya 
bersifat netral dan objektif.

Kondisi lemahnya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berdampak 
pada menurunnya kepercayaan publik, tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial 
yang berpotensi mengganggu tatanan demokrasi. Ketika hukum tidak ditegakkan 
secara adil dan konsisten, muncul rasa ketidakpastian yang melebar ke berbagai 
aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berisiko memperkuat praktik-praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru memperlemah institusi negara. 
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PANCASILA SEBAGAI BENTENG 
KETAHANAN NASIONAL DI ERA 
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Zahrani Salwa Azizah
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

zahranisalwaa@gamil.com

PENDAHULUAN

Alih-alih para pendiri bangsa Indonesia, justru para pejuanglah yang telah 
membantu negara ini tetap tangguh. Indonesia telah menjadi incaran banyak 
negara sejak zaman dahulu karena letaknya di antara 6 LU-11.08’LS dan 95 BT-
141-45’ BT. Ini termasuk beberapa negara di kawasan selatan Asia, Australia, dan 
Pasifik barat laut. Garis pantainya mencakup 99.093 km2, dan wilayah maritim, 
termasuk ZEE, sekitar 5,8 juta km, atau 2,75,7% dari negara tersebut. Dari sudut 
pandang geopolitik, situasi Indonesia mungkin menguntungkan. Posisi geografis 
adalah posisi suatu negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi atau 
kedudukannya di peta dunia dibandingkan dengan daerah lain (Astana, 2018). 
Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya jika dilihat dalam konteks 
pengaturan geografisnya. 
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Bahaya itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sebagai sebuah negara, 
Indonesia tidak pernah bersikap tegas terhadap bahaya yang tidak terduga 
yang dihadapi warga negaranya sendiri. Nasionalisme dan ancaman dari luar 
terbukti dapat dikelola oleh bangsa Indonesia sejauh ini. Cinta tanah air dan 
patriotisme merupakan ciri khas identitas Indonesia, begitu pula rasa bela negara 
dan partisipasi dalam urusan nasional. Di tengah revolusi 4.0, kemajuan digital, 
otomatisasi, dan konektivitas melanda Indonesia dengan kecepatan yang luar 
biasa, membentuk kembali tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara 
ini. Integrasi teknologi, seperti Internet of Things (IoT), komputasi awan, big data, 
dan kecerdasan buatan (AI). Revolusi industri mengubah metode kerja manusia 
menjadi otomatis atau berbasis digital melaui inovasi (Suwardana, 2018) berarti 
mendatangkan potensi baru bagi kemajuan serta bahaya untuk ketahanan bangsa.

Pengamatan terhadap perubahan ini dimulai sejak pergantian abad ke-20. 
Revolusi keempat memiliki dampak yang luas pada masyarakat Indonesia dan 
berpotensi untuk memberantas patriotisme dari negara ini. Di era Revolusi 
4.0, Pancasila harus dibangun sebagai benteng ketahanan nasional karena 
merupakan identitas nasional bangsa Indonesia dan hakikat negara ini. Karena 
populasinya yang beragam, banyaknya agama, dan melimpahnya sumber daya 
alam, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif dari disrupsi teknologi. 
Gejolak Industri 4.0 membuka geopolitik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik, yang menarik perhatian pada keengganan Indonesia untuk merangkul 
keterbukaan geopolitik yang dinamis sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan 
oleh masyarakat Indonesia (Maharani, 2019).

Filsafat dan dasar negara berlandaskan Pancasila, dan semangat merupakan 
komponen kunci dalam memperkuat perlawanan. Sebagian pihak memandang 
sila-sila Pancasila termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia, sebagai landasan etika dan moral yang dapat dijunjung tinggi 
oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi asimilasi budaya dari negara lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji fungsi 
Pancasila sebagai benteng pertahanan nasional dalam mempertahankan jati 
diri bangsa, mengkaji konsep bela negara dalam kerangka ketahanan nasional, 
serta menganalisis kesiapan negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, 
dan masyarakat dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang akan mengkaji 
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PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan bagian penting dalam kebijakan publik karena 
menyangkut pengaturan masyarakat demi terciptanya stabilitas sosial dan politik. 
Istilah ketertiban umum berasal dari dua konsep utama, yaitu: publik dan 
politik. Secara etimologis, politik berkaitan dengan urusan warga negara dan 
pemerintahan, sedangkan publik mengacu pada kepentingan bersama banyak 
orang. Dalam konteks kebijakan, ketertiban umum menandakan bentuk intervensi 
negara dalam mengelola kepentingan masyarakat luas melalui pedoman dan 
peraturan yang mendukung integrasi sosial serta keadilan (Kuswandoro, 2024).

Ketertiban umum bukan hanya sekedar hasil dari produk hukum, tetapi 
merupakan refleksi dari dinamika sosial-politik yang kompleks. Menurut 
Kuswandoro (2024), ketertiban umum adalah instrumen negara untuk 
menjalankan tugas publik melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung integrasi 
sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, implementasi kebijakan 
publik yang mendukung ketertiban ini kerap menemui kendala. Ginting (2023) 
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menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam kebijakan inklusif adanya 
resistensi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap perubahan sosial-politik 
yang dibawa oleh kebijakan terintegrasi. 

Berbagai hambatan lainnya juga muncul, seperti: kurangnya koordinasi 
lintas sektor, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas birokrasi, serta 
lemahnya integrasi antar aktor negara dan masyarakat sipil. Masalah-masalah ini 
menunjukkan adanya kesenjangan antar desain kebijakan dengan realitaas sosial 
yang dihadapi dilapangan. Ketiadaan inklusi sosial dalam formulasi kebijakan 
menyebabkan kebijakan publik menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan 
nyata masyarakat (Ginting, 2023). Situasi tersebut mendorong pentingnya 
evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik dalam menjamin ketertiban umum 
yang adil dan berkelanjutan. 

Penelitian Prakoso (2023) menemukan bahwa efektivitas kebijakan sektor 
ini hanya mencapai 58%, mengindikasikan perlunya pendekatan baru dalam 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Salah satu Solusi yang diusulkan melalui 
peningkatan partisipasi masyarakat serta integrasi teknologi dalam pelayanan 
publik (Dewi, 2024). Selain itu, Nurgoho (2018) menekankan pentingnya 
penerapan prinsip etika kebijakan agar ketertiban umum tidak menjadi alat 
represif, melainkan mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial. Situasi 
ini menuntut adanya inovasi strategis, seperti: digitalisasi layanan publik dan 
penguatan mekanisme dialog antara pemerintah dan warga negara (Dewi, 
2024). Tanpa pendekatan yang partisipatif dan beretika, seperti yang diingatkan 
Nugroho (2018), ketertiban umum justru berisiko menciptakan keteraturan semu 
yang mengabaikan keadilan. 

Hal yang perlu ditelaah bagaimana strategi pemerintahan dalam mengatasi 
hambatan implementatif dan membangun kemitraan yang kuat antara negara, 
masyarakat sipil, serta sektor swasta. Secara teoritis, kebijakan ketertiban 
umum sering dikaji dalam kerangka model komunikasi, sumber daya, disposisi 
pelaksana dan struktur birokrasi (Septia & Arif, 2023). Dari perspektif global, 
konsep ketertiban umum mencerminkan standar nilai yang berbeda-beda. 
Nugroho (2018) menekankan bahwa kebijakan publik harus mengedepankan 
etika kebijakan, termasuk dalam penegakan ketertiban umum. Pendekatan 
partisipatif dan dialogis antara pemerintah dan masyarakat yang merupakan 
syarat penting agar kebijakan ketertiban tidak hanya menciptakan keteraturan 
semu, tetapi juga keadilan sosial yang nyata. 
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PENDAHULUAN

Generasi unggul merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan keberlanjutan 
suatu bangsa. Mereka adalah sumber daya manusia yang tidak hanya 
berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, keterampilan 
sosial, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman 
yang dinamis. Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, 
masalah yang dihadapi generasi muda menjadi semakin sulit, sehingga mereka 
tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tetapi juga harus unggul dalam 
kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial, dan karakter (Purwanto, 2021). 
Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa kualitas generasi muda Indonesia 
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: rendahnya literasi, degradasi 
moral, dan kurangnya integritas. Hal ini diperparah oleh lemahnya implementasi 
pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan.

Sayangnya, realitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan tersebut. 
Berbagai masalah struktural dan kultural terus menghambat penciptaan generasi 
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unggul. Salah satu tantangan utama rendahnya kualitas literasi dan degradasi 
nilai moral. Survei Programme for International Student Assessment (PISA) oleh 
OECD pada 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat rendah 
dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Hal ini mengindikasikan 
kegagalan sistem pendidikan dalam mencetak generasi pembelajar sepanjang 
hayat (OECD, 2019). Lebih jauh, krisis nilai juga semakin mengemuka. Fatimah 
& Anwar (2023) menyebutkan bahwa banyak peserta didik yang unggul secara 
kognitif, namun lemah dalam empati dan tanggung jawab sosial. Hal ini 
diperburuk oleh sistem pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dan nilai 
ujian, sehingga mengabaikan pendidikan karakter.

Di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan 
Indonesia masih tertinggal dalam menyesuaikan diri dengan tantangan abad ke-
21. Sementara negara-negara maju sudah beralih ke model pendidikan berbasis 
digital dan pembelajaran personalisasi, sistem pendidikan di Indonesia masih 
bergumul dengan masalah klasik seperti ketimpangan akses, kualitas guru yang 
belum merata, dan kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif. Menurut Suyanto 
(2021), sekitar 60% sekolah di daerah tertinggal masih belum memiliki akses 
internet yang memadai, padahal konektivitas merupakan syarat utama dalam 
penerapan pembelajaran digital. Selain itu, literasi digital tenaga pendidik pun 
masih rendah. Studi dari Kebijakan Kemendikbud (2020) menyebutkan bahwa 
hanya 34% guru di Indonesia yang mampu mengintegrasikan teknologi secara 
efektif dalam pembelajaran.

Pendidikan karakter yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi, ternyata 
belum diimplementasikan secara sistemik dan konsisten. Dalam banyak kasus, 
pendidikan karakter hanya menjadi slogan dalam dokumen kurikulum tanpa 
keberlanjutan dalam praktik pembelajaran. Karakter juga bukan dibentuk melalui 
ceramah atau teori, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan 
yang mendukung. Dalam konteks ini, sekolah seharusnya menjadi ekosistem 
yang menumbuhkan nilai integritas, tanggung jawab, dan empati secara nyata, 
pendidikan karakter.

Sayangnya, data dari Kementerian Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa 
hanya 28% sekolah yang secara konsisten menerapkan program penguatan 
pendidikan karakter (PPK) dalam keseharian. Ketimpangan ini berdampak 
langsung pada perilaku siswa yang semakin permisif terhadap penyimpangan 
moral, seperti: bullying, penyalahgunaan media sosial, hingga intoleransi. Maka, 
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SARAN

Pendidikan kebencanaan sebaiknya di masukkan secara formal ke dalam 
kurikulum sejak dini, agar siswa memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan sejak 
usia muda. Pemerintah dan lembaga terkait harus mencakup pembentukan 
bencana yang sistematis dan berkelanjutan dalam kurikulum formal dan kasual. 
Komunitas didorong untuk berpartisipasi aktif dalam latihan bencana untuk 
meningkatkan peraturan dan tanggapan darurat. Media massa dan sosial 
harus digunakan untuk memfasilitasi penyebaran dan memahami informasi 
pendidikan untuk pendidikan. Kerja sama yang komprehensif antara pemerintah, 
akademisi, LSM, dan komunitas lokal penting untuk memperluas ruang lingkup 
pembentukan bencana. Simulasi dan latihan bencana harian harus dilakukan 
sehingga orang digunakan dalam prosedur darurat, Melalui pelatihan, course, 
simulasi, dan sosialisasi di tingkat RT/RW, desa, dan komunitas, masyarakat 
umum dapat memperoleh informasi dan keterampilan praktis menghadapi 
bencana. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui media sosial, video, 
blurb, radio lokal, dan aplikasi edukatif agar menarik, mudah memahami pada 
semua lapisan rakyat, termasuk anak-anak dan lansia. Sediakan fasilitas evakuasi, 
sistem peringatan dini, dan jalur aman yang diketahui serta dipahami oleh 
masyarakat sebagai bagian dari pendidikan kebencanaan yang aplikatif. 
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